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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

BENTUK KARTU PESERTA, SERTIFIKAT KEPESERTAAN, DAN FORMULIR 

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa jaminan kehilangan pekerjaan merupakan salah 

satu jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan; 

b. bahwa Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bentuk 

Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan 

Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program 

Jaminan Pensiun Kepesertaan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum mengatur 

mengenai bentuk kartu peserta, sertifikat kepesertaan, 

dan formulir jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang 

Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan 

Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6427); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5715); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5730); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6649); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN TENTANG BENTUK KARTU PESERTA, 

SERTIFIKAT KEPESERTAAN, DAN FORMULIR PROGRAM 

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah 

badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya 

disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan 

dari BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor 

identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan 

sosial ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan 

kepesertaan. 

3. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan pemberi 

kerja dan pemberi kerja jasa konstruksi yang memiliki 

nomor pendaftaran pemberi kerja sebagai bukti tanda 

kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

4. Pihak Lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
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Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan 

usaha, asosiasi, lembaga keuangan, koperasi, atau 

lembaga terkait lainnya. 

5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat 

NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik 

atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

 

Pasal 2 

Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas: 

a. jaminan kecelakaan kerja; 

b. jaminan kematian; 

c. jaminan hari tua; 

d. jaminan pensiun; dan/atau 

e. jaminan kehilangan pekerjaan. 

 

BAB II 

KARTU PESERTA 

 

Pasal 3 

Kartu Peserta berupa: 

a.  Kartu Peserta dalam bentuk fisik; dan 

b. Kartu Peserta dalam bentuk digital/elektronik. 

 

Pasal 4 

Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

digunakan untuk: 

a. pengajuan manfaat program jaminan sosial 

ketenagakerjaan; dan 

b. pengajuan manfaat layanan tambahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

paling sedikit memuat: 
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a. NIK atau nomor peserta khusus; 

b. nomor peserta; 

c. nama peserta; 

d. bulan dan tahun mulai kepesertaan;  

e. logo BPJS Ketenagakerjaan; dan 

f. kode keamanan sistem teknologi informasi. 

(2) Pencantuman NIK pada Kartu Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi warga 

negara Indonesia yang mempunyai NIK valid. 

(3) Pencantuman nomor peserta khusus pada Kartu Peserta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa berlaku 

bagi warga negara Indonesia yang mempunyai NIK tidak 

valid atau warga negara asing. 

(4) NIK valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan NIK calon peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan atau peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang disampaikan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dengan kriteria terdaftar dan sesuai  

dengan data identitas pemilik NIK di data administrasi 

kependudukan. 

(5) NIK tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan NIK calon peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan atau peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang disampaikan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan namun tidak terdaftar di data 

administrasi kependudukan atau terdaftar tetapi tidak 

sesuai dengan data identitas pemilik NIK diadministrasi 

kependudukan. 

(6) Dalam hal peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan bekerja pada beberapa pemberi kerja, 

diberikan 1 (satu) nomor peserta dengan mencantumkan 

kode khusus pada Kartu Peserta. 
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